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ABSTRAK 

Rani Karmila Sari, (2022): Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik   

Program Ekonomi Lembaga Amil Zakat 

Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas 

PHR) Karyawan Muslim Rokan Kecamatan 

Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Menurut 

Ekonomi Islam. 

Penelitian ini di latar belakangi Zakat merupakan kewajiban bagi seluruh 

umat Islam yang mampu atau  telah mencapai nisab dalam hartanya. Zakat 

memiliki peranan yang sangat startegis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau 

pembangunan ekonomi. zakat  mempunyai kedudukan paling dalam struktur 

ekonomi keagamaan dari mekanisme keuangan Islam yaitu zakat termasuk 

kedalam rukun Islam yang keempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

model pemberdayaan ekonomi mustahik program ekonomi LAZnas PHR 

karyawan muslim rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut 

ekonomi Islam. 

Metode Penelitian adalah penelitian kualitatif yang akan di lakukan secara 

lansung dilapangan. penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder 

dengan teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil penelitian mengungkapkan model pemberdayaan ekonomi 

mustahikdi LAZnas PHR ada dua pemberdayaan yaitu modal usaha mandiri dan 

model usaha kelompok dengan menggunakan model Pemberdayaan ekonomi 

mustahik yaitu administrasi, survey, validasi, penyaluran dan visit. Pemberdayaan 

modal usaha mustahik ini pinjaman tanpa bunga dan akan di kembalikan jika 

mustahik berhasil mengembalikan cicilan modal usaha yang telah dipinjam 

sebelumnya ke LAZnas PHR. dipemberdayaan ekonomi mustahik ini dapat 

mengembangkan dan mempertakankan perekonomian mereka. Program ekonomi 

LAZnas PHR perlu melakukan evaluasi untuk lebih memperhatikan mustahik 

diprogram ekonomi visit dengan konsisten dan penjelasan untuk proses tahap 

selanjutnya. 

Kata kunci :model pemberdayaan ekonomi mustahik, menurut ekonomi Islam. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara dengan penduduk Muslim terbesar di 

dunia. Menurut Badan Pusat Statistik, penduduk Indonesia pada saat sensus 

penduduk 2010 berjumlah 237 juta jiwa dan 87,18% dari penduduk Indonesia 

beragama Islam, yaitu sekitar 207,2 juta jiwa.Banyaknya jumlah penduduk 

Muslim Indonesia membuat Indonesiamemiliki potensi besar dalam dana 

zakat.Pemerintah Indonesia melakukan amandemen Undang-Undang no. 38 

tahun 1999 menjadi Undang-Undang no.23 tahun 2011 agar dapat 

merealisasikan potensi besar zakat yang dimiliki Indonesia. UU no. 23 tahun 

2011 mengamantakan pengelolaan zakat dikelola secara terpusat.
1
 

Lembaga yang ditugaskan dalam melaksanakan pengelolaan zakat secara 

terpusat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).Menurut UU No. 23 

tahun 2011 BAZNAS dalam menjalan tugas dan fungsinya dibantu oleh 

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Adapun sasaran zakat 

yang berhak menerima zakat ditujukan kepada delapan golongan atau yang 

disebut asnaf.
2
Lembaga Amil Zakat membuat berbagai program kepada 

delapan asnaf yang berhak menerimanyadelapan asnaf itu adalah fakir, 

                                                           
1
 Andika Ramadhanu,Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Baitul Maal Hidayahtallah 

(Bmh) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku Tereng, (Skipsi,Universitas Air Langga 

Surabaya, 2016), h, 281. 
2
 Zulkifi, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat, (SUSKA PRESS: Pekabaru Riau, 2014), 

h, 69. 
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miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan Ibnu sabil. Orang yang 

berhak menerima zakat disebut mustahik . 

Sepanjang sejarah Islam, zakat telah memegang peranan penting 

dalam mengambangkan peradaban bangsa yang memiliki peran strategis 

dalam kegiatan ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Zakat salah satu komponen 

utama dalam system ekonomi Islam, ia menjadi mesin penggerak bagi 

kesimbangan antara si kaya dan si miskin. Posisinya semakin sangat 

diperlukan ketika dihadapkan kepada permasalah sosial ekonomi yang tidak 

berpihak kepada orang-orang miskin. Sebagai social control zakat 

menjadikan tidak terjadi perbedaan yang berlebihan antara orang-orang kaya 

dan orang-orang miskin, ia menjadikan harta itu tidak hanya berputar pada 

orang-orang kaya saja, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur‟an Surah Al-

Hasyr(59): 7. 

الْوَضه  َّ  ٔ وه الْ٘تَه َّ  ٔ لزِِٓ الْمشُْبه َّ لِ  ْْ صُ للِشَّ َّ  َِ
ٓ فلَلِّه ُْلِ الْمشُه َٖ هِيْ اَ لِ ْْ ٔ سَصُ ُ عَله ْ٘يِ هَبٓ افَبَۤءَ اّللّه كِِ

هَبٓ اه  َّ ٌْكُِنْْۗ  ْ٘يَ الَْغٌَِْ٘بَۤءِ هِ لتًَ ۢ بَ ّْ ىَ دُ ْْ ْٖ لََ ٗكَُِ ْ٘لِِۙ كَ بِ ابْيِ الضَّ ىكُِنْ َّ هِ هَب ًَ َّ  ٍُ ّْ لُ فخَُزُ ْْ صُ ىكُِنُ الشَّ ته

ْٗذُ الْعِمبَةِ   َ شَذِ َ ْۗاىَِّ اّللّه اتَّمُْا اّللّه َّ اۚ  ْْ ًْتَُِ ٌَُْ فبَ عَ
3

 

Artinya :„‟Harta rampasan (fai') dari mereka yang diberikan Allah kepada 

Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah 

untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang 

miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta 

itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di 

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. 

Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan 

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-

Nya” 

                                                           
3
 Q.S. Al-Hasyr (59): 7. 
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Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat Islam yang 

mampu atau telah mencapai nisab dalam hartanya.Secara konsep zakat 

merupakan sebuah hubungan yang vertikal sekaligus horizontal. Dalam 

hubungan horizontal, tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin 

secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu 

mengentaskan kemiskinan.
4
 Zakat memiliki peranan yang sangat strategis 

dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Zakat 

merupakan ibadah waliyah yangmempunyai dimensi pada sosial ekonomi dan 

Pemerataan karunia Allah SWT. Zakat dengan pengelolaan yang baik dapat 

dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh 

masyarkat
5
. 

Zakat juga sebuah stimulus yang dapat mengembangkan potensi, 

karya, dan meningkatkan motivasi masyarakat sehingga kemiskinan dapat 

diminimalisir dan masyarakat dapat kehidupan yang sejahtera yang 

merupakan salah satu dari kekhasan zakat.
6
 

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pendistribusian zakat 

tidak cukup dengan memberikan kebutuhan konsumsi saja, model distribusi 

zakat produktif untuk modal usaha akan lebih bermakna, karena akan 

menciptakan sebuah mata pencarian yang akan mengangkat kondisi ekonomi 

mereka, sehingga diharapkan lambat laun mereka akan dapat keluar dari jerat 

                                                           
4

 Abduracchman Qadir, Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial,(Jakarta: Pt. Raja 

Grafindo Persada, 2001), h,23. 
5

 Ahmad Azhar Basyir, Hukum Zakat, (Yogyakarta: Majelis Pustaka Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah, 1997), h, 1. 
6
  Oni Sahroni, Op. Cit., h. 77. 
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kemiskinan, dan lebih dari itu mereka dapat mengembangkan usaha sehingga 

dapat menjadi seorang muzakki. 

Lembaga Amil Zakat nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) 

adalah salah satu lembaga zakat yang sangat memperhatikan mustahik yang 

bergerak dalam bidang penghimpunan dan pendayagunaan zakat, infaq, 

shadaqah, dan wakaf nasional dan sebagai salah satu lembaga pengelola dana 

zakat dari muzakki karyawan muslim rokan PT. Pertamina Hulu Rokan, 

Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.Pengelolaan zakat dilakukan 

LAZnas PHR secara transparansi, profesional, terorganisir, dan bertanggung 

jawab dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Hal ini harus dilakukan 

oleh amil resmi yang telah ditunjuk oleh pemerintah. LAZnas PHR memiliki 

beberapa program salah satunya program ekonomi. Tujuan pemberdayaan 

untuk menjadikan para mustahik tersebut menjadi mandiri sehinga bisa 

memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa harus menerima bantuan dari LAZnas 

PHR dan tidak kalah pentingnya adalah berubahnya status mereka dari 

mustahik menjadi muzakki. 

Dalam program ekonomi yang dijalankan oleh LAZnas PHR 

karyawan muslim rokan kecamatan rumbai pesisir kota Pekanbaru, yang telah 

hadir pada tahun 2017. Peneliti akan memfokuskan pada model pemberdayaan 

ekonomi mustahik dengan jumlah dana penyaluran pemberdayaan mustahik 

pertahun dilihat dari lima tahun terakhir besar penyaluran perorangnya sebagai 

berikut;  
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Tabel.I.1 

Besar Bantuan Mustahik Perorang Setiap Tahunnya 

TAHUN BESAR BANTUAN 

PERMUSTAHIK 

2017 Rp. 200.000 

2018 Rp. 500.000 

2019 Rp. 800.000 

2020 Rp. 1.000.000 

2021 Rp. 1.000.000 

2022 Rp. 1.000.000 

(sumber: supervisior LAZnas PHR) 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti tertarik membahas 

tentang “MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI MUSTAHIKPROGRAM 

EKONOMI LEMBAGA AMIL ZAKAT NASIONAL PERTAMINA HULU 

ROKAN (LAZnas PHR) KARYAWAN MUSLIM ROKAN,KECAMATAN 

RUMBAI PESISIR,KOTA PEKANBARU MENURUT EKONOMI SYARIAH” 

B. Batasan Masalah  

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini hanya 

pada pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil Zakat Nasional 

Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR)Karyawan Muslim Rokan Kecamatan  

Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi Islam. 
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C. Rumus Masalah 

Penelitian ini merumuskan masalah penelitian yang diangkat dalam penelitian 

1. Bagaimana model pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil 

Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim 

Rokan Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana model pemberdayaan ekonomimustahik pada Lembaga Amil 

Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim 

Rokan Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi 

Islam ? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi mustahik pada Lembaga 

Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan 

Muslim Rokan Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota. 

2. Untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi mustahikLembaga Amil 

Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim 

Rokan Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi 

Islam. 

E. Manfaat Penelitian  

a. Bagi Peneliti 

Penelitianini dapat menambah pemahaman serta pengetahuan peneliti 

terkait model pemberdayaan ekonomi mustahik Lembaga Amil Zakat 
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Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan Muslim Rokan 

Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurut Ekonomi Islam. 

b. Bagi Mahasiswa  

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam terutama yang 

berkaitan dengan masalah model pemberdayaan ekonomi mustahik Lembaga 

Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) Karyawan 

Muslim Rokan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota PekanbaruMenurutEkonomi 

Islam di kalangan Mahasiswa UIN SultanSyarif Kasim Riau. 

c. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini akan menjadi pembendaharaan dan asset 

perpustakaan khususnya terkait model pemberdayaan ekonomi mustahik 

Lembaga Amil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan (LAZnas PHR) 

Karyawan Muslim Rokan Kecamatan  Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru 

Menurut Ekonomi Islam di UIN SultanSyarif  Kasim Riau. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. ZAKAT  

1. Pengertian zakat 

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa artiyaitu 

(al-barakatu)keberkahan (al-namaa) pertumbuhan dan berkembang (ath-

thaharatu) kesuciandan (ash-shalahu) bersihan.
7

Sedangkan secara 

istilah,meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang 

agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi prinsipnya sama yaitu 

bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, 

yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya,untuk diserahkan 

kepada yang berhak menerimanya,dengan syarat tertentu pula.
8
 

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan dengan 

pengertian menurut istilah,sangat nyata dan erat sekali,yaitu bahwa harta 

yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah,tumbuh,berkembang dan 

bertambah, suci dan beres(baik).
9
 Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam 

Al-Qur‟an Surah at-Taubah (9):103. 

                                                           
7
Majma Laghah Al-„Arabiyyah,Al-Mu‟jam Al-Wasith, (Mesir:Dasar El-Ma‟arif,1972), Juz 1, 

h, 396. 
8
 Ibid. 

9
Hafidhuddin Didin,Zakat Dalam Perekonomian Modern,(Gema Insani:Depok,2022), h, 7. 
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ِِنْ صَذَ  الِ َْ ُ خُزْ هِيْ اهَْ اّللّه َّ نُْْۗ  ْتكََ صَكَِيٌ لَِّ ِِنْْۗ اىَِّ صَله ْ٘ صَلِّ عَلَ َّ ِِنْ بِِبَ  ْ٘ تزَُكِّ َّ لتًَ تطَُِِّشُُنُْ 

ْ٘ن ْ٘عٌ عَلِ صَوِ
10

 

Artinya;„‟Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan 

menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya 

doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah 

Maha Mendengar, Maha Mengetahui.‟‟(Q.S.At-Taubah;(9)103). 

2. Macam-macam zakat 

a. Zakat nafs (jiwa) atau zakat fitri/fitrah 

1. Pengertian zakat nafs (jiwa) atau zakat fitri/fitrah 

Zakat nafs (jiwa) atau disebut dengan zakat fitri/fitrah. Zakat fitrah 

merupakan zakat yang di syariatkan dalam agama Islam berupa sebuah 

makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim diakhir bulan 

Ramadhan, dalam rangka menampakkan rasa syukur atas nikmat-nikmat 

Allah SWT dalam berbuka dari puasa ramadhan penyempurnaannya. 

Oleh karena itu dinamakan shodaqoh fitrah atau zakat fitrah.
11

 Zakat ini 

setaradengan 3,5 liter (2,7 kilogram) makanan pokok yang ada di daerah 

muzzaki bersangkutan seperti halnya beras, sagu, dan sejenisnya.
12

 

 

 

 

                                                           
10

Q.S. At-Taubah (9) : 103. 
11

Hasbi ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, (Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), h,7. 
12

Ahmad Hudaifah Dkk,Senergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,(Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2020), h, 3. 
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2. Hukum zakat fitah 

Zakat adalah rukun Islam yang kelima,ia merupakan pilar agama 

yang tidak dapat berdiri tanpa menunaikan zakat. Hukumnya wajib „ain 

(kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-

syarat yang telahditetapkan syari‟at. Kewajiban tersebut diisyaratkan al-

qur‟an dan as-sunnah serta berdasarkan ijma,ulama.
13

 

Allah SWT berfirman (Q.S Al-Baqarah (2): 43) 

ْ٘يَ  اكِعِ ا هَعَ الشَّ ْْ اسْكَعُ َّ ْةَ  كه تُْا الزَّ اه َّ ْةَ  له ْ٘وُْا الصَّ الَِ َّ
14

 

Artinya:“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah 

beserta orang yang rukuk”(QS Al-Baqarah (2): 43) 

Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian,bukan pula 

tabarru‟ atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-

orang yang mampu (kaya) atas hak orang miskin dan beberapa 

mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang 

yang fakir dan miskin atas orang kaya sangatlah besar dan berperan 

penting yaitu dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab 

orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat tersebut. 

Zakat merupakanibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang 

telah dibedakan untuk menunaikannya,karena memiliki harta yang 

cukup nisab dan bebas menggunakan hartanya,bukan budak dan berada 

dalam kekuasaan tuannya.orang yang memiliki harta senisab ini 

                                                           
13

 Zulkifli, op. cit,. h, 3. 
14

Q.S. Al-Baqarah (2): 43. 
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dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan 

gila, karena jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa 

bukanlah menjadi syarat wajib zakat.
15

 

3. Syarat-syarat wajib zakat fitrah 

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi, syarat tersebut yang dimaksud adalah syarat yang 

harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) 

dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya. Menurut 

Qardhawi adapun syarat-syarat zakat sebagai berikut : 

1. Beragama Islam 

2. Mencukupi satu nisab 

3. Berlalu satu Haul atau satu tahun 

4. Harta tersebut baik dan halal 

5. Bersifat produktif, baik secara riil ataupun tidak riil 

6. Dalam kepemilikan penuh 

7. Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer) 

8. Terbebas dari hutang jatuh tempo
16

 

4. Orang – orang yang berhak menerima zakatfitah (mustahik) 

Adapun sasaran zakat yang berhak menerima zakat ditunjukkan 

kepada delapan golongan atau yang disebut asnaf. Hal ini sebagaimana 

diterang dalam al- Qur‟an,sebagai berikut : 

                                                           
15

 Zulkifli,op. cit,. h, 4. 
16

Sintha Dwi Wulansari,‟‟Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan 

Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)‟‟,(Universitas Diponegoro Semarang, 2013), h, 16-17. 

11 

11 
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بُ  ْْ الْوُؤَلَّفتَِ للُُ َّ ِْ٘بَ  ْ٘يَ عَلَ تُ للِْفمُشََاۤءِ عَبهِلِ ذَله ْٖ اًَِّوَب الصَّ فِ َّ ْ٘يَ  الْغَبسِهِ َّ لبَةِ  فِٔ الشِّ َّ ِنُْ 

الْ  َّ ْ٘يِ  كِِ الْوَضه َْ ْ٘وٌ ْ٘نٌ حَكِِ ُ عَلِ
اّللّه َّ ْۗ ِ

يَ اّللّه ْٗضَتً هِّ ْ٘لِْۗ فشَِ بِ ابْيِ الضَّ َّ  ِ
ْ٘لِ اّللّه صَبِ

17
 

Artinya :“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, 

orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), 

untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) 

orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang 

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 

Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (QS At-Taubah (9): 60 

1) Fakir 

Terdapat perbedaan interpretasi ulama fiqih mendefinisikan orang 

fakir (al-faqr,jamaknyaal-fuqaran). Iman abu Hanifah berpendapat 

orang kebutuhan hidup sehari-hari. Adapun menurut jumhur ulama 

fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan 

layak untuk memenuhi kebutuhan sandang,pangan,tempat tinggal, dan 

segala keperluan pokok lainnya,baik untuk dirinya sendiri maupun 

untuk keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.
18

 

2) Miskin  

Dalam mendefinisikan orang miskin (al-miskin, jamaknya al-

masakin), kedua golongan ulama diatas berbeda pendapat. Menurut 

Imam Abu Hanifah, orang miskin adalah orang yang memiliki 

pekerjaan tetap tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-harinya. 

Jumhur ulama mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang 

mempunyai harta atau pun penghasilan layak untuk memenuhi 

kebutuhan diri dan tanggungannya,tetapi penghasilan tersebut tidak 

                                                           
17

Q. S. At-Taubah (9): 60. 
18

 Khomsatun, ‟‟Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan Usaha Produktif 

Masyarakat”, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440 H/2019),  h, 27-28. 
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mencukupi. Akan tetapi Imam Abu Yusuf dan Ibnu Qasim tidak 

membedakan secara defenisi kedua kelompok orang tersebut (fakir dan 

miskin). Menurut mereka, fakir dan miskin adalah dua istilah yang 

mengandung pengertian yang sama. Usaha-usaha Islam 

untukmeningkatkan kesejahteraan fakir miskin antara lain ialah dengan 

pemberian zakat kepada mereka. Dan fakir miskin adalah  yang paling 

berhak menerima zakat diantara delapan asnaf.
19

 

3) Amil 

Amil adalah orang yang bertugas untuk menarik, menyimpan, dan 

mendistribusikan dana zakat serta mempunyai wewenang atas zakat. 

Atau sebuah lembaga yang bertugas dalam mengelola dana zakat. Amil 

berhak menerima zakat karena mereka bekerja didalam badan zakat.
20

 

4) Mu‟allaf  

Mu‟allaf adalah golongan yang diusahakan untuk dirangkul, 

ditarik, dan dikukuhkan hatinya dalam ke Islaman disebabkan belum 

matangnya keimanan mereka, atau untuk menolak bancana yang 

mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin dan mengambil 

keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.
21

 

5) Riqab (budak) 

Riqab disebut juga hamba sahaya ataupun budak. Riqab dalam 

konteks kontemporer riqab dianalogikan sebagai seorang muslim yang 

                                                           
19

 Ibid,. h. 28. 
20

 Mursyidi, Akuntansi Zakat Kontemporer, (Bandung: PT Rosdakarya, 2006), h, 192. 
21

 Hasbiyallah, Fiqh dan Usul Fiqh, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h, 250. 
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tertindas oleh penjajah atau seornag muslim yang didominasi oleh 

golongan lain, negara-negara Islam yang sedang terjajah, dan riqab kini 

dalam artian kontemporer dapat dianalogikan sebagai seorang 

pembantu yang beragama muslim yang disekap oleh majikannya, 

kepada tawanan muslim yang ditawan tentara kafir. Dana zakat yang 

disalurkan kepada riqab kelak akan mampu membantu untuk 

membebaskan mereka dari belenggu hutang atau penjajahan ekonomi 

dan juga politik yang dialaminya dan juga dirasakan oleh mereka.
22

 

6) Orang yang memiliki hutang (gharim) 

Gharim adalah orang orang yang berhutang dalam kebaikan dan 

mengalami kesukaaran dalam pengembalian hutangnya. Menurut 

mazhab Abu Hanifah,gharim adalah orang yang mempunyai utang dan 

asset yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi utangnya 

tersebut. Sedangkan menuurut mazhab Maliki, Syafi‟I, dan Ahmad 

menyatakan gharim terbagi dua kelompok, yaitu orang yang memiliki 

hutang untukkebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya, misalkan 

membiayai diri atau keluarganya yang sakit, atau membayar pendidikan 

yang ditempuh anaknya. Kedua, orang yang berhutang untuk 

kemaslahatan orang lain, misalnya terpaksa berhutang untuk 

mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih atau orang yang sedang 

menjalankan misi kemanusiaan yang terpaksa berhutang.
23

 

                                                           
22

 Oni Sahroni, dkk, Fiqih Zakat Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2018), h, 

185. 
23

 Arief Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan 

Membangun Jaringan, (Jakarta: Kencana, 2006),  h, 206. 
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7) Fi Sabilillah 

Fi sabilillah adalah orang yang berjuang atau berjihad dijalan 

Allah,  

jihad yang dimaksudkan biasa dalam bentuk jihad fisik, perang dan 

menyiapkan peralatan perang, jihad dalam bentuk lisan yaitu dengan 

berdakwah membawa agama Islam, jihad pemikiran, ekonomi dan 

politik. Adapun beberapa analogi untukfi sabilillah, yaitu :
24

 

a) Mendirikan pusat kegiatan untuk kepentingan dakwah umat 

Islam 

b) Mendirikan sebuah sarana publikasi melalui media massa yang 

berfungsi menandingi informasi yang merusak dan juga 

mencemarkan agama Islam. 

c)  Menerbitkan serta menyebarkan buku-buku Islam  

d) Membantu para dai dalam menjalankan dakwah Islam 

e)  Membantu para mujahid yang berjuang mempertahankan 

tegaknya risalah-risalah Islam. 

8) Ibnu sabil 

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang melakukan perjalanan atau 

orang yang sedang berpergian disebut juga musafir. Orang yang 

melakukan perjalan ini biasanya untuk mengamankan dakwah disuatu 

                                                           
24

Fakrudddin Al-Muhsin,Ensiklopedi Mini Zakat, (Jakarta: Pustaka Dhiya‟ul Ilmi, 2018), h, 

69. 

15 
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daerah namun perbekalannya tidak cukup, sehingga perbekalannya 

habis, maka dana zakat wajib diberikan kepadanya untuk biaya 

perbekalannya dan perjalanannya. Perjalanan yang dilakukan juga 

bukan perjalanan maksiat atau bisnis terlarang, pemberian dana zakat 

ini juga mengantarkan musafirkepada tujuannya yang untuk 

melaksanakan perbuatan taat.
25

 

b. Zakat benda atau zakat maal. 

1. Pengertian zakat maal 

Menurut syariat, maal merupakan kepemilikan barang atau sesuatu 

yang dapat dimiliki atau dikuasai dan dapat digunakan (dimanfaatkan) 

sebagaimana lazimnya. Zakat harta benda, atau disebut juga zakat 

maal pembagian zakat maal terdiri kedalam beberapa jenis, seperti 

zakat penghasilan, zakat perniagaan, zakat emas dan banyak lagi 

lainnya. Perhitungan zakat ini berbeda-beda tergantung dari jenis 

benda yang diwajibkan zakatnya.
26

 Sebagian contoh maal yaitu rumah, 

mobil, ternak hasil pertanian, uang, emas, perak dan lainnya. 

Sedangkan barang atau sesuatu yang dapat dimiliki tetapi manfaatnya 

dapat diambil seperti udara dan sinar matahari tidak disebut sebagai 

maal.
27

Zakat maal yang dikenal disini adalah zakat kekayaan yang 

harus dikeluarkan dalam jangka waktu satu tahun sekali yang sudah 

memenuhi nisab meliputi zakat hasil ternak, harta temuan, emas dan 

                                                           
25

 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h, 444.  
26

Ahmad Hudaifah Dkk,Senergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia,(Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2020), h, 3. 
27

Ibid,. h. 5. 
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perak serta hasil kerja (profesi)  masing-masing jenis memiliki 

perhitungan sendiri.
28

 

2. Syarat harta wajib zakat maal 

Syarat harta yang wajib dikenakan zakat atau dikeluarkan zakat 

maalnya adalah: 

a. Kepemilikan sempurna, merupakan cara peroleh harta dengan cara 

yang baik dan halal. Harta yang diperoleh dengan cara yang tidak 

baik (semisal: merampas, menipu, dan merampok) tidak wajib 

dikeluarkan zakatnya; 

b. Produktif, merupakan harta berpotensi untuk bertambah nilai atau 

memberi keuntungan bagi pemilik semisal emas, tanah, lahan 

pertanian dan lainnya. 

c. Mencapai nisab, yaitu jumlah minimun harta yang dapat 

dikategorikan sebagai harta wajib zakat. 

d. Melebihi kebutuhan pokok, yaitu harta yang dimiliki di bawah 

pemenuhan kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, 

tempat tinggal, alat kerja, bayar hutang yang dianggap belum layak 

untuk dikeluarkan zakatnya. 

e. Terbebas dari hutang, yaitu apabila ada porsi harta yang masih 

terkena hutang, maka belum wajib dikeluarkan zakat. Adapun porsi 

yang sudah lunas menjadi wajib zakat. 

                                                           
28

Ibid,. h, 6. 

17 
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f. Kepemilikan satu tahun penuh, yaitu untuk harta seperti emas, uang, 

properti, dan barang dagang kepemilikan yang harus dimiliki satu 

tahun.
29

 

3. Harta benda yang wajib dikeluarkan zakatmaal 

1. Emas dan perak 

2. Mata uang 

3. Hasil pertanian 

4. Hasil perdagangan 

5. Hasil pertambangan 

6. Hasil Binatang ternak
30

 

4. Tujuan ZakatMaal 

Zakat merupakan ibadah yang mengandung dua dimensi adalah 

dimensin hablum minallah dan hablum minannas. Ada beberapa 

tujuanan yang ingin dicapai oleh Islman di balik kewajiban zakat 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari 

kesulitan hidup serta penderitaan.  

2. Memebantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para 

mustahik. 

3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam 

dan manusia pada umumnya.  

4. Menghilangkan sifat kikir dan pemilik harta kekayaan.  

                                                           
29

Ibid,. h.7. 
30

Ibid.,h.10. 
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5. Menjembatani jurang pemisah anatar yang kaya dengan yang miskin 

dalam satu masyarakat.  

6. Mengembangkan rasa tanggungjawab social pada diri sendiri, 

terutama pada mereka yang punya harta.  

7. Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan 

menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.  

8. Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.
31

 

B. LEMBAGA ZAKAT 

1. Pengertian Lembaga Zakat 

Lembaga zakat merupakan badan yang mengelola sumber dana zakat yang 

diterima dari muzakki, baik perorangan maupun badan usaha dimana Penerimaan 

zakat tersebut sesuai dengan kaidah Islam yang berlaku atau amil yang menerima 

zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta serta zakat dalam bentuk lainnya (di 

Indonesia dipersepsikan infaq dan shadaqah). Lembaga zakat juga merupakan 

salah satu lembaga yang berperan untuk menerima zakat atau mendistribusikan 

dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (muzakki) kepada pihak yang 

kekurangan dana (mustahik).
32

Adapun lembaga zakat di Indonesia dalam UU No 

38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat :  

                                                           
31

 Elsi Kartika Sari,”pengantar hukum zakat dan wakaf”,(Jakarta: PT. Grasindo, 2007), h. 

12. 
32

 Kholiluika,”Lembaga Zakat dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi Sosial dan 

Distribusi”, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10.,No.1.,(2019), h, 14 – 15. 
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1. Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga swadaya masyarakat yang 

mengelola penerimaan, pengumpulan dan penyaluran serta pemanfaatan ZIS 

(Zakat, Infaq dan shodaqoh) secara berdaya guna dan berhasil guna. 

2. Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelolaan zakat yang 

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat yang mana bergerak dibidang dakwah, 

pendidikan,sosial atau kemasyarakatan umat Islam, dikukuhkan, dibina dan 

dilindungi oleh pemerintah. 

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 

1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai. lagi dengan 

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga diganti dengan 

dengan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolan Zakat. Pengelolaan zakat yang 

diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, 

pendistribusian, dan pendayagunaan. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan 

zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di 

ibu kota negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS 

merupakan lembaga Pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan 

bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan 

lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara Nasional. Di 

samping dibentuknya BAZNAS yang merupakan lembaga independen, 

masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakta (LAZ) yang dimotori pihak 

swasta yang harus mendapat izin pejabat yang berwenang seperti Menteri atau 

pejabat yang ditunjuk oleh Menteri terkait dan harus melaporkan kegiatannya 

secara berkala kepada pejabat yang berwenang. Selain menerima zakat, BAZNAS 
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atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan 

lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial 

keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai 

dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan 

dalam pembukuan tersendiri.
33

 

2. Fungsi lembaga zakat 

Fungsi lembaga zakat adalah untuk mendistribusikan dana zakat, infaq dan 

sadaqah yang diterima atau dikumpulkan dari muzakki oleh lembaga zakat 

kemudian disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya 

(mustahik).
34

 

3. Macam-macam lembaga zakat 

a. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

1. Sejarah BAZNAS 

Berdirinya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sejak 

kedatangan Islam kenusantara pada awal abad ke-7 M, kesadaran 

masyarakat Islam terhadap Zakat pada waktu itu ternyata masih 

berpendapat Zakat tidak sepenting solat dan puasa. Padahal walaupun 

tidak menjadi aktivitas prioritas, kolonilisasi Belanda berpendapat bahwa 

seluruh ajaran Islam termasuk Zakat merupakan salah satu faktor yang 
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menyebabkan Belanda kesulitan menjajah Indonesia khususnya di Aceh 

sebagai pintu masuk.
35

 

Pada saat yang sama masyarakat Aceh sendiri telah menggunakan 

sebaagai dana Zakat untuk membiayai perang dengan Belanda, 

sebagaimana Belanda membiyayai perang sebagian dana pajak, sebagai 

gambaran, pengumpulan Zakat di Aceh sudah dimulai pada masa kerajaan 

Aceh, yakni pada masa Sultan Alaudin Riayat Syah (1539-1567), Pada 

Masa Kerajaan Aceh penghimpunan Zakat masih sangat sederhana dan 

hanya dihimpun pada waktu Ramadhan saja yaitu Zakat fitrah yang 

langsung diserahkan Maal tetapi tidak dijelaskan fungsi spesifik dalam 

pengelolaan Zakat melainkan sebagai seorang wazir yang bergelar Orang 

Kaya Seri Maharaja.
36

 

Menjelang kemerdekaan, peraktek pengelolaan Zakat juga pernah 

dilakukan oleh umaat islam ketika Majlis Islam Ala Indonesia (MIAI), 

pada tahun 1943, Membentuk Baitul Maal untuk mengorganisikan 

pengelolaan Zakat secara terkoordinasi.
37

 

Dalam waktu singakat, Baitul Maal telah berhasil didirikan 35 

Kabupaten dari 67 Kabupaten yang ada di jawa pada saat itu, tetapi 

kemajuan ini menyebabkan jepang khawatir akan munculnya gerakan anti-

jepang, maka pada 24 Oktber 1943, Jepang memaksa MIAI untuk 
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membubarkan diri, praktis sejak saat itu tidak ditemukan lagi lembaga 

pengelolaan Zakat yang eksis.
38

 

Perhatian pemerintah terhadap pengelolan Zakat ditunjukkan 

dengan menerbitkan peraturan Mentri Agama No.4 Tahun 1968 tentang 

pembentukan Badan Amil Zakat dan peraturan Menteri Agama No 5 tahun 

1968 tentang pembentukan Baitul Maal di tingkat pusat, provinsi dan 

kabupaten/kotamadya. Keputusan tersebut dikuatkan oleh Presiden 

Soeharto dalam acara peringatan Isra dan Miraj Nabi Muhammad 

pengumpulan Zakat secara besar-besaran.
39

 

Namun demikian pernyataan tersebut tidak ada tindak lanjutan, 

yang tinggal hanya teranulirnya pelaksanaan peraturann Menteri Agama 

terkait dengan Zakat dan baitul maal tersebut.Penanliran peraturan Menteri 

Agama No.5 1968 semakin jelas dengan lahirnya intruksi Menteri Agama 

No.4 dan No.Tahun 1968 ditunda sampai batas waktu waktu yang tidan 

ditentukan.
40

 

Dengan latar belakang tanggapan atas pidato Presiden Soeharto 26 

Oktober 1968, 11 orang alim ulama di Ibukota yang dihadiri antara lain 

oleh Buya Hamka mengeluarkan rekomendasi perlunya membentuk 

lembaga zakat ditingkat wilayah yang kemudian direspon dengan 

pembentukan BAZIS DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur Ali Sadikin 
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No. Cb-14/8/18/68 tentang pembentukan Badan Amil Zakat berdasarkan 

syariat Islam tanggal 5 Desember 1968
41

 

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 

44 tahun 1969 tentang Pembentukan Panitia Penggunaan Uang Zakat yang 

diketuai Menko Kesra KH. Idham Chalid Perkembangan selanjutnya di 

lingkungan pegawai kementerian/lembaga/BUMN dibentuk pengelola 

zakat dibawah koordinasi badan kero-hanian Islam setempat.
42

 

Keberadaan pengelolaan Zakat semi pemerintah secara nasional 

dikukuhkan surat keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan 

Mentri Agama dan Menteri Dalam Negeri setelah melalui Musyawarah 

Nasional MUI IV tahun 1990, langkah tersebut diikuti dengan dikeluarkan 

juga intruksi Men-teri Agama No.5 Tahun 1991 pembinaan teknik BAZIS 

sebagai aturan pelaksanaannya. 
43

 

Baru pada tahun 1999, Pemerintahan melahirkan Undang-undang 

Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat. Dalam Undang-undang 

tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelolaan Zakat yaittu 

(LAZ) yang dibentuk pemerintah, BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, 

BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sebagai implementasi 

UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuk Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 
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8 Tahun 2001, Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi 

BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan 

Zakat. Langkah awal adalah mengupayakan memudahkan perayanaan, 

BAZNAS menerbitkan nomor pokok wajib Zakat (NPWZ) dan bukti setor 

(BSZ) dan bekerjasama dengaan perbankan dengan membuka rekening 

penerimaan dengan nomor unik yaitu berakhiran 555 untuk Zakat dan 777 

untuk infak.
44

 

Dengan dibantu oleh Kementerian Agama, BAZNAS menyurati 

lembaga Pemerintah serta luar Negeri untuk membayar Zakat ke 

BAZNAS.Tingkat kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui Amil 

Zakat terus ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi di 

media massa nasional. Sejaak tahun 2002, total dana Zakat yang berhasil 

dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. 

Selain itu, pendayagunaan Zakat juga semakin bertambah bahkan 

menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan Zakat 

mulai dilaksanaan pada lima program yaitu kemanusiaan,  kesehatan,  

ekonomi, dan  dakwah.
45

 

Pada tanggal 27 oktober 2011, pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Inonesia (DPR RI) menyetujui Undang-undang 

pengelolaan Zakat pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang 

kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Zakat Tahun bertujuan dan 

efesien pelayanan dalam pengeloolaan Zakat bertujuan Meningkatkan 
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efektifitas dan efesien pelayanan dalam pengelolaan Zakat dan 

Meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan 

dimaksud, UU mengatur coordinator seluruh pengelola Zakat, Baik 

BAZNAS provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota mapun LAZ.
46

 

b. Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia ( IZI ) 

1. Sejarah IZI 

Yayasan Inisiatif Zakat Indonesia ( IZI ) dilahirkan oleh sebuah 

lembaga social yang sebelumnya telah dikenal cukup luas dan 

memiliki reputasi yang baik selama lebih dari 16 tahun dalam 

mempelopori era baru gerakan filantropi Islam modern di Indonesia, 

yaitu yayasan pos keadilan peduli umat (PKPU). Dengan berbagai 

pertimbangan dan kajian mendalam, IZI dipisahkan (spin-off) dari 

organisasi induknya yang semula hanya berbentuk unit pengelola 

zakat setingkat departemen menjadisebuah entitas baru yang 

mendirikan berbentuk yayasan tepat pada hari pahlawan, 10 

November 2014.
47

 

Tekad tersebut menemukan momentumnya dengan terbitnya 

regulasi baru pengelolaan zakat di tanah air melalui Undang–Undang 

Pengelolaan Zakat Nomor 23 Tahun 2011. Alhamdulillah, setelah 

melalui proses yang panjang dan berliku, kira-kira 13 bulan dilahirkan 

sebagai yayasan, pada tanggal 30 Desember 2015, IZI secara resmi 
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memperoleh izin Operasiaonal Sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ) 

skala nasional melalui surat keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 423 Tahun 2015.
48

 

Core value IZI dalam bentuk berkhidmat bagi umat sesuai 

kemiripan pelafalan namanya adalah mudah (easy). tagline yang 

diusungnya adalah memudahkan, dimudahkan. berawal dari keyakinan 

bahwa jika seseorang mempermudahkan urusan sesama, maka Allah 

SWT. Akan mempermudahkan urusannya, Insya Allah. Olehkarena itu, 

IZI bertekad untuk mengedukasi masyarakat sehingga meyakini bahwa 

mengeluarkan zakat itu mudah, membangun infrastruktur pelayanan 

agar zakat dapat ditunaikan juga dengan mudah, serta merancang 

program-program yang efektif yang dapat menghantarkan kehidupan 

para mustahik agar menjadi jauh lebih mudah. Inilah parameter utama 

dalam mengukur kinerja pengabdian IZI bagi masyarakat.
49

 

2. Visi dan Misi  

a) Visi  

Menjadi lembaga zakat professional terpecaya yang 

menginspirasi gerakan kebijakan dan pemberdayaan. 

b) Misi  

1) Menjalankan fungsi edukasi, informasi, konsultasi, dan 

penghimpunan dana zakat. 
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2) Mendayagunakan dana zakat bagi mustahik dengan prinsip-

prinsip kemandirian. 

3) Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, 

pemerintahan media, dunia akademis (academia), dan 

lembaga lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang 

dianut. 

4) Mengelola seluruh proses organisasi agar berjalan sesuai 

dengan regulasi yang berlaku, tata kelola yang baik (good 

governance), dan kaidah syariah. 

5) Berperan aktif dan mendorong terbentunya berbagai forum, 

kerja sama, dan program-program penting lainnya yang 

relevan peningktan efektivitas peran lembaga pengelola zakat 

level local, nasioanal, regional, dan global.
50

 

c. Lembaga amil zakat dompet dhuafa. 

1. Sejarah dompet dhuafa 

Dompet dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat 

Indonesia yang bekhidmat mengangkat harkat social kemanusiaan 

kaum dhuafa mengangkat harkat martabat social kemanusiaan kaum 

dhuafa dengan ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf, Serta Dana 

Lainnya Yang Halal Dan Lrgal, Dari Perorangan, Kelompok, Perusaan 

Dan Lembaga). 
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Awal kemunculan dompet dhuafa, pada 2 juli 1993, sebuah 

rubik di halaman muka harian umum rebublika dengan tajuk „dompet 

dhuafa‟ pun dibuka. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari Jadi 

Dompet Dhuafa Republika. 

Pada 4 september 1994, yayasan dompet dhuafa republika pun 

didirikan oleh empat orang. Sejak itu yayasan dompet dhuafa 

mengumpulkan dan menyalurkan dana ZISWAF dalam wujud aneka 

program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, 

bantuan, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan manusia. 

Pada 10 Oktober 2001, dompet dhuafa republika dikukuhkan 

untuk pertma kalinya oleh pemerintah sebagai lembaga zakat nasional 

(Lembaga Amil Zakat) oleh departemen agama RI. Pembentukan 

Yayasan Dilakukan di Hadapan Notaris H. Abu YusufTanggal 14 

Sebtember 1994. 

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 38 Tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat, DD merupakan institute pengelola zakat 

yang dibentuk oleh masyarakat. Pada tanggal 8 Oktober 2001, Menteri 

Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan Nomor 439 

tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republika Sebagai Lembaga 

Amil Zakat Tingkat Nasional.
51

 

2. Visi dan misi  

a. Visi  
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Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui 

pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada 

system yang berkeadilan. 

b. Misi 

1) Menjadikan gerakan masyarakat yang mentransformasikan 

nilai-nilai kebaikan. 

2) Mewujudkan masyarakat yang berdaya melalui pengembangan 

ekonomi kerakyatan. 

3) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusian dunia melalui 

penguatan jaringan global. 

4) Melahirkan kader pimpinan berkarakter dan berkopetensi 

global. 

5) elakukan advokasi kebijakan untuk mewujudkan system 

keadilan. 

6) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui 

inovatif, kualitas, pelayanan, transparansi, akuntabilitasi, 

indepedensi, dan kemandirian lembaga.
52

 

d. Lembaga amil zakat Baitul Maal Hidayatullah (BMH) 

a. Visi dan Misi BMH 

a) Visi 

Melakukan pemberdayaan umat dengan meningkatkan 

kuantitas dan kualitas pendidikan dan dakwah. 
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b) Misi  

1) Meningkatkan kesadaran umat untuk peduli terhadap sesama 

2) Mengangkat kaum lemah (dhuafa) dari kebodohan dan 

kemiskinan menuju kemuliaan dan kesejahteraan. 

3) Menyebarkan syiar Islam dalam mewujudkan peradaban 

Islam.
53

 

C. PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT 

1. Pengertianpemberdayaan ekonomi umat. 

Menurut bahasa,”Pemberdayaan” berasal dari kata” Daya” yang berarti 

tenaga atau kekuatan.
54

 Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun 

daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan 

kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. 

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan bisa diartikan 

sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil 

yang memuaskan. 

Pemberdayaan ekonomi umat perlu di kemukakan tentang 

pemberdayaan itu sendiri, pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan, 

dalam pandangan Islam, pemberdayaan gerakan tanpa henti.
55

Secara 

kondeptual, pemberdayaan (empowerment) berasal dari kata „power‟ 
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(kekekuasaan atau keberdayaan).
56

Pemberdayaan secara etimologi berasal dari 

kata daya yang bearti upaya, usaha, akal, kemampuan. Pemberdayaan sering 

diartikan sebagai perolehan kekuatan dan akses terhadap sumber daya.
57

. 

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon 

pilihan bagi masyarakat, dengan upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan 

yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.Hal ini bearti masyarakat 

diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi 

dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat 

memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan.
58

 

Pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat 

kekuasaan atau keberdayaan kelompok yang lemah dalam masyarakat, dengan 

cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi 

yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi sebuah 

tindakan yang nyata. Seperti individu yang mengalami perekonomian lemah 

atau kemiskinan.
59

 

 Pemberdayaan dibidang ekonomi merupakan upaya untuk 

membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta 

berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan masyarakat adalah unsur 
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dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan.Dalam pengertian yang 

dinamis, yaitu mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan 

masyarakat menjadi sumber dari apa yang di kenal sebagai ketahanan 

nasional.
60

 

Selain itu pemberdayaan atau pengembangan juga berarti menciptakan 

kondisi hingga semua orang dapat menyumbang kemampuannya secara 

maksimal untuk merncapai tujuannya,keberdayaan dalam konteks masyarakat 

adalah kemampuan individu dalam masyarakat dan membangun keberdayaan 

masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan wirausaha adalah upaya 

untuk meningkatan harkat dan martabat lapisan masyarakat banyak yang 

dalam kondisi saat ini tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 

kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan  adalah  

memampukan  dan  memandirikan  masyarakat.
61

 

Menurut Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba‟ly, pemberdayaan dalam 

kaitannya dengan penyampaian kepemilikanharta zakat kepada mereka yang 

berhak terbagi dalam dua bagian, yaitu sebagai berikut:
62

 

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, 

misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada 

mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka. 

Selain itu, dengan memberikan modal kepada mereka yang memiliki 
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keahlian tetapi menghadapi kendala berupa keterbatasan modal. Baik fakir 

miskin maupun mereka yang memiliki keahlian, kepada mereka diberikan 

harta zakat untuk memberdayakan mereka sehingga mereka dapat 

memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Tentang hal ini, Imam Nawawy 

mengatakan di dalam bukunya al-Majmu dari perkataan jumhur mazhab 

Syafi‟i Mereka mengatakan bahwa sesuai dengan kebiasaan, orang yang 

mempunyai profesi tertentu diberikan sesuatu dari harta zakat, dengan 

maksud agar mereka menggunkannyauntuk membeli alat-alat yang 

mendukung profesionalismenya, baik sedikit maupun banyak. Dengan 

demikian, mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pemberian 

ini berbeda-beda sesuai dengan rofesi, serta kebutuhan masing-masing 

individu.
63

 

2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta 

untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang 

tidak memiliki keahlian apapun. Terkait hal tersebut, almarhum Syaikh 

Syams al-Dîn al-Ramly mengatakan: Jika para fakir miskin belum 

mendapatkan pekerjaan sebagai penunjang hidup mereka, baik dengan 

profesi maupun berdagang, mereka diberikan bagian dari zakat 

secukupnya sesuai kebutuhan hidup di Negara mereka tinggal dan selama 

mereka hidup. Karena maksud dari pemberian tersebut hanyalah untuk 

memenuhi kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Jika umur mereka 

berlanjut, zakat diberikan tahun demi tahun. Akan tetapi tidak bukan 
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berarti memberikan mereka seperti gaji dari hasil kerja, melainkan 

memberikan mereka sejumlah uang yang dapat digunakan untuk membeli 

rumah, yang kemudian mereka gunakan sebagai tempat bekerja, yang 

akhirnya dapat terlepas dari ketergantungan terhadap zakat.
64

 

2. Strategi pemberdayaan ekonomi umat 

Dalam memperdayakan ekonomi umat bearti mengembangkan system 

ekonomi dari umat oleh umat sendiri untuk kepentingan umat. Bearti pula 

meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara 

mengembangkan  dan mendinamiskan potensinya.
65

 

Upaya pengerahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi 

umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau 

rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan 

menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan 

kesejahteraan mereka, rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara 

penuh potensinya akan meningkatkan bukan hanya ekonominya, tetapi juga 

harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.
66

 

Pemberdayaan ekonomi umat dilihat dari tiga sisi: 

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat 

berkembang. Titik tolak pemikirannya berupa pengenalan bahwa setiap 

manusia, dan setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat di 

kembangkan.  Tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya. 
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2. Memperkuat potensi ekonomi yang memiliki oleh masyarakat itu. Untuk 

memperkuat potensi ekonomi umat ini, upaya yang sangat pokok dalam 

meningkatkan taraf pendidikan, derajatkesehatan, serta terbukanya 

kesempatan untuk memanfaatkan peluang-peluang ekonomi. 

3. Mengembangkan ekonomi umat juga mengandung arti melindungi rakyat 

dan mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta mencegah 

eksploitasi golongan ekonomi yang kuat atas yang lemah. Upaya 

melindungi rakyat tersebut tetap dalam rangka proses pemberdayaan dan 

pengembangan prakarsanya.
67

 

Melalui langkah-langkah yang nyata harus diupayakan agar pertumbuhan 

ekonomi umat berlansung secara cepat.Strategi berpusat pada upaya mendorong 

percepayan perubahan struktual yang selanjutnya dapat memperkuat kedudukan 

dan peran ekonomi umat dalam perekonomian nasional.
68

 

Memberdayakan  ekonomi  umat  secara  proporsional  sama  dengan 

memberdayakan   ekonomi   rakyat.   Karenanya,   tidak   heran   jika   aspek 

pemberdayaan  ekonomi  rakyat  menjadi  tema  sentral  bagi  pembangunan 

ekonomi.  Pertumbuhan  ekonomi  harus  pula  ditujukkan  pada  perbaikan 

keadilan.  Aspek  keadilan  ini  harus  diterjemahkan  dalam  konsep  ekonomi dan 

secara politis dapat diterima.
69
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D. PENELITIAN TERDAHULU 

Penelitian terdahulu menadi salah satu acuan penulis untuk memperkaya teori 

yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, peneliti tidak menemukan kesamaan judul. Namun, peneliti 

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada 

penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut ; 

Tabel II. 1 

PENELITIAN TERDAHULU 

NO PENELITI/TAHUN JUDUL HASIL PERBEDAAN 

1 Mey Wulandari (2019) Pemberda

yaan 

Ekonomi 

Umat Di 

Lembaga 

Amil 

ZakatNasi

onal 

Yatim 

Mandiri 

Di Kota 

Makassar. 

pemberdayaan 

ekonomi umat di 

Lembaga Amil 

Zakat Nasiona 

Yatim Mandiri itu 

terdapat Bunda 

Mandiri Sejahtera 

(BISA), Super 

Leader Camp dan 

Mandiri 

Enterpreneur 

Center (MEC). 

harus 

meningkatkan 

kinerjanya dalam 

mengenalkan 

program 

pemberdayaan 

dan bantuan lebih 

efektif 

Lokasi, subjek, 

tempat 

penelitian dan 

hasil penelitian 

2 
Andika Ramadhanu 

(2011) 

model 

pemberda

yaan 

mualaf 

oleh 

lembaga 

amil zakat 

studi 

kasus laz 

BHM memiliki 

peran dalam 

pemberdayaan 

ekonomi para 

pedagang muslim 

tengger dapat 

dilihat melalui 

urgen Branc tuot 

masih hubungan 

Lokasi, subjek, 

tempat 

penelitian dan 

hasil penelitian 
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bmh pada 

mualaf 

suku 

tengger 

baik dengan 

tetangga mereka, 

dan keberhasilan 

dalam memenuhi 

kebutuhan hidup 

tidak hanya 

berdaya listrik 

3 Husni bunayya ritonga 

(2020) 

pemberda

yaan 

zakat 

melalui 

program 

ekonomi 

produktif 

di laznas 

chevron 

rumbai 

pemberdayaan 

sesuai dengan 

kebutuhan 

mustahik dan 

telah 

melaksanakan 

program ekonomi 

produktif dengan 

sebaik mungkin 

hal ini ditandai 

dengan semakin 

banyaknya yang 

telah mengirim 

berkas 

permohonan 

untuk 

mengajukan 

penerima manfaat 

Hasil 

penelitian 

berbeda 

4 Yari wulandari (2020) peranan 

pemberda

yaan dana 

zakat 

produktif 

laznas 

chevron 

distrik 

rumbai 

dalam 

meningka

tkan 

ekonomi 

para 

mustahik 

zakat. 

menunjukkan 

bahwa pemberian 

dana zakat 

produktif 

terhadap 

mustahik telah 

berperan dalam 

memberdayakan 

ekonomi para 

mustahik 

Metode dan 

hasil penelitian 

berbeda 

5 Yeni rosa damayanti 

(2021) 

efektivitas 

program 

bantuan 

modal 

usaha 

penelitian ini 

menunjukkanhasi

l ratarata 

persentase yaitu 

93,075% yang 

Metode dan 

hasil penelitian 

berbeda 
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mandiri 

dalam 

meningkat

kan 

kesejahter

aan 

mustahik 

di laznas 

chevron 

rumbai 

pekanbaru 

diperoleh dari 

penyebaran 

angket 

kepadamustahik 

penerima bantuan 

modal usaha 

mandiri dengan 

persentase 

90,08%, dan 

kepada responden 

pegawai laznas 

chevron rumbai 

pekanbaru bidang 

ekonomi dengan 

persentase 

96,07%. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian yang akan di 

lakukan secara langsung di lapangan. Pendekatan kualitatif adalah metode 

pendekatan empiris (empirical approach) penelitian yang bertitik tolak pada 

penggalian, pemaparan, penjelasan, penafsiran dan estimasi terhadap gejala-gejala 

sosial dan fenomena empiris. 

Penelitian kualitatif umumnya besifat deskriptif dan cenderung menggunakan 

analisis dengan pendekatan induktif, dilakukan dengan situasi yang wajar (natural 

setting) dan data di kumpulkan umumnya bersifat kualitatif.
70

 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian lapangan 

(Field Reasearch).
71

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan 

luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data 

kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat kelapangan untuk 

mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan 

alamiah.pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan berperan serta. Peneliti 

lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian 

dianalisis dalam berbagaicara. 

                                                           
70

 Azhari Akmal Tarigan, Metodologi Peneleitian Ekonomi Islam, (Medan : La-Tansa 

Press, 2011), h, 19. 
71

http://translate.google.com, diakses pada tanggal 15 desember 2022, Pukul 20:23 WIB. 

 

http://translate.google.com/


41 

 

 
 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi 

penelitian ini bertempat di Lembaga Amil Zakat Nasional pertamina hulu 

rokan (LAZnas PHR) Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, yang 

berada di Jalan Paus NO. 88, Limbungan Baru, Kec. Rumbai Pesisir, Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau.Kode pos 28261.Alasan peneliti memilih lokasi ini 

karena peneliti melihat secara lansung banyak kendala yang dialami program 

ekonomi ini dan diantara semua program yang ada program ekonomi yang 

ditidak berkembang dan perlu di evaluasi. 

D. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah himbauan keseluruhan karakteristik dari objek yang 

diteliti.Namun sebenarnya dalam penelitian kualitalif tidak menggunakan 

istilah populasi, tetapi dinamakan “social situation” atau situasi sosial yang 

terdiri atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi 

secara sinergis.
72

Jumlah keselurahan mustahik ekonomi binaan di LAZnas 

PHR sebanyak 150 mustahik. 

b. Sampel 

Sampel yaitu bagian dari jumlah populasi.
73

 Sampel suatu 

kelompok dari populasi yang dipilih untuk digunakan dalam 
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penelitian.
74

Menggunakan  teknik Total Samplingyaitu teknik 

pengambilan sampel dengan jumlah populasiyang menggunakan metode 

purposive samplingYaitu pengambilan sampel secaraacak sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan penelitian. Yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini 15mustahik.  

E. Jenis Sumber Data 

 Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu 

a. Data primer 

 Data primer adalah data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa 

ada perantara. Data yang diperoleh secara langsung di lapangan, yang 

dilakukan penelitian
75

Yaitu fenomena yang diperoleh dari tempat lokasi 

penelitian baik lapangan maupun kantor LAZnas PHR. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua data ini 

diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain, sehingga tidak bersifat 

authentik, karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. 

Atau data sekunder adalah data yang berupa data-data yang sudah tersedia 

dan dapat di peroleh oleh peneliti dengan cara membaca, mencatat, 

mendengarkan, dan melihat. Misalnya jurnal penelitian, artikel, dan buku-

buku, wawancara yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dalam 
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hal ini pengumpulan data sekunder diperoleh dari jurnal penelitian, skripsi, 

dan buku serta data dari responden.
76

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan menggunakan beberapa metode 

antara lain: 

1. Observasi 

Observasi merupakan metode penggumpulan data dengan 

menggunakan pengamatan secara sistematis dan disengaja terhadap subjek 

dan objek dari penelitian.Dalam hal ini peneliti harus mengamati secara 

langsung situasi dari aktivitas yang terjadi dilapangan dan di kantor 

LAZnas PHR. 

2. Wawancara 

 Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di 

lakukan bertatap muka secara langsung dengan memberikan beberapa 

pertanyaan atau juga dapat memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu 

dan bisa di jawab pada kesempatan berikutnya.
77

Dalam hal ini, peneliti 

melakukan Tanya jawab tentang model pemberdayaan ekonomi mustahik 

program ekonomi Lembaga Ambil Zakat Nasional Pertamina Hulu Rokan 

(LAZnas PHR)Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru menurut 

ekonomi syariah dengan mustahik yang menerima manfaat. 
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3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari bukti data mengenai hal-hal 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen 

lainnya.
78

Metode ini digunakan sebagai pengumpul data mengenai 

permasalahan penelitian yaitu model pemberdayaan ekonomi mustahik 

program ekonomi LAZnas PHR kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru 

menurut ekonomi syaria 

G. Teknik Analisa Data 

 Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur 

pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan 

lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

sebagaimana adanya.
79

 

 Peneliti akan mendeskripsikan tentang model pemberdayaan 

ekonomi mustahik untuk mustahik di LAZnas PHR. Selain itu, peneliti 

menganalisa adanya masalah dalam pelaksanaannya serta memberikan 

alternatif pemecahan masalah yang dihadapi. 

Tahapan dalam metode analisis data kualitatif, diantaranya : 

1. Mencatat data yang dihasilkan di lapangan. 

2. Mengumpulkan,memilah-milah,mengklasifikasikan. 

3. menganalisisnya data. 
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4. Berfikir dengan jalan membuat kategori agar data itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola hubungan-hubungan dalam membuat temuan-

temuan umum. 

H. Teknik penulisan 

Setelah data-data terkumpul, selanjutnya penulis menyusun data tersebut 

dengan menggunakan metode induktif, induktif didefenisikan sebagai proses 

pengambilan kesimpulan (pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu 

atau dua fakta atau bukti. Penalaran induksi merupakan proses berpikir yang 

berdasarkan kesimpulan umum pada kondisi khusus. Kesimpulan menjelaskan 

fakta. Adapun faktanya mendukung kesimpulan.
80

 

I. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1. Sejarah singkat LAZnas PHR kecamatan rumbai pesisir kota 

pekanbaru 

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) Chevron Rumbai 

Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang memfokuskan pada 

perkhidmatan dalam menjalankan kewajibannya, yaitu berkhidmat kepada 

muzakki dengan mempermudah pelaksanaan pembayaran zakat serta 

berkhidmat kepada mustahik dengan mengangkat harkat kemanusiaan 

mustahik dan mengubah mustahik menjadi muzakki yang bertumpu pada 

sumber daya lokal dengan dana zakat, infaq, shadaqah, dan juga wakaf serta 

dana sosial kemanusiaanlainnya, khususnya dari lingkungan karyawan 
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muslim Chevron Rumbai Pekanbaru yang meliputi semua cabang Chevron 

Indonesia.
81

 

 LAZNAS Chevron Rumbai Pekanbaru ini telah lama tumbuh dan 

berkembang dengan nama PISZA yaitu singkatan dari Pengumpulan Zakat 

dan Sedekah, pada tahun 1994 yang didirikan oleh pemuda yang bernama 

Meslim Roesli sebagai seorang pengagas pertama dalam mendirikan PISZA 

dan dibantu dengan rekan-rekannya yaitu Deswandi Muzwar, Agus Jamil, 

Tafsil Lison dan Imam Jamad.
82

 

 Pada tahun 1994-1997 pengumpulan dana zakat masih dilakukan 

dengan cara tradisional yakni di masjid, mulai dari pengumpulan hingga 

penyalurannya. Seiring berjalannya waktu, pengumpulan zakat sudah bisa 

melalui rekening PISZA, dana yang terkumpul berasal dari gaji karyawan 

yang dipotong 2,5%, dan juga diambil dari dana lainnya.
83

 

PISZA sendiri pada masa itu masih berada dibawah naungan YKPI 

AlIttihad. Sampai pada kegiatan seminar zakat dalam forum MTQ tingkat 

Nasional ke 38 di Dumai pada tahun 2007, bersama dengan pengelola zakat 

cabang yang lain mendapat amanah penyatuan nasional, sehingga PISZA 

mengganti nama dan terbentuklah sebuah lembaga Amil Zakat Nasional 

Chevron Rumbai Pekanbaru.
84
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Pada tahun 2007 tepatnya diacara MTQ semua mesjid berkumpul dan 

perwakilanmenyepakati menggabungkan pengelola zakat dibawah satu 

lembaga sehinggatercetuslah sebuahnama lembaga amilzakat nasional 

karyawan muslim chevrom Indonesiayang ketuai pertama oleh bapak Agus 

Saepul Dahlan. Dan secara resmi dibadan hukum dinotarispada tahun laznas 

chevreon Indonesia2008 terus menebar manfaat dengan 8 program menarik 

yaitu: 1. Kemanusiaan 2.ekonomi 3. Dakwah 4. pendidikan 5. Kesehatan  6. 

air bersih 7. Air minum  dan jutaan orang telah merasakan manfaatnya. 

Tercatat 49 titik air bersih south area dan 37 titik air bersih north area 

telah dibangun dan tersebardiseluruh diberbagai pelosok daerah danpuluhan 

panti asuhan dan pondok pesanten telah menerima maafat dari program 

sedekah air minum. 

Pada tanggal 9 Agustus 2021 LAZNas Chevron District-Rumbai resmi 

di ubah namanya menjadi LAZnas Pertamina Hulu Rokan (PHR) South 

Area. Karena, PT. Chevron Indonesia secara resmi berhenti beroperasional 

di wilayah Provinsi Riau dan sekarang sudah di serah terima kepada PT. 

Pertamina Hulu Rokan (PHR). Disini yang berubah hanya nama nya saja 

dari LAZNas Chevron District-Rumbai menjadi LAZnas Pertamina Hulu 

Rokan (PHR) South Area, tetapi visi dan misi masih tetap yang lama. 

dengan nama baru tersebut tentunya Dikuti dengan semangat baru untuk 

menebar energy kebaikan bersama. 
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2. Arti Lambang LAZnas phr  

Gambar III.1 

Lambang LAZnas PHR 

 

(Sumber : FO LAZnas PHR) 

 Segi enam melambangkan sarang lebah yang berarti menghasilkan 

kebaikan. Segi enam juga melambangkan pola pengambilan minyak 

Duri. Segi enam juga berarti organisasi yang kuat dan efektif. 

 Tiga segi enam melambangkan tiga fungsi Laznas : mengumpulkan, 

mengelola, dan mendistribusikan (menyalurkan) ZISWaf. 

 Warna Merah Biru melambangkan pertamina tempat karyawan 

muslim mencari nafkah yang dizakati. 

 Tangan di atas melambangkan pengayoman, menyalurkan dan 

mengasihi sesama. Tangan di atas dan di bawah melambangkan 

keseimbangan Muzakki dan Mustahik. 
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3. Visi dan misi LAZnas PHR. 

a. visi: 

Menjadi Lembaga Amil Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Wakaf Nasional 

yang dipercaya Muzakki Karyawan Muslim pertamina hulu rokan dan 

Mustahik sekeliling daerah operasi karena amanahnya, profesionalisme 

nya dan kinerja nya untuk membersihkan harta Muzakki dan 

mengangkat derajat Mustahik. 

b. Misi: 

3 M, yaitu : Mengumpulkan, Mengelola dan Mendistribusikan. 

 

c. Motto 

Berkhidmat pada muzakki yaitu :  

Sabar : mengingatkan kewajibannya 

 Senyum : menerima kedatangannya  

Sapa : tidak rendah diri. 

Berkhidmat pada mustahik yaitu :  

Sabar: membina mereka  

Senyum: menerima kehadirannya 

Sapa : tidak tinggi hati. 

4. Tugas pokok dan Fungsi LAZnas PHR. 

a. Tugas pokok, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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menetapkan UU Tentang Pengelolaan Zakat,Menurut Pasal 1 

Tugas Laznas ialah: 

“Membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat”. 

b. Fungsi LAZnas  

Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga amil zakat memiliki 

fungsi sebagai : 

1. perencanaa pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan 

zakat 

2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan 

zakat 

3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendaya 

gunaan zakat 

4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan 

zakat. 

Lembaga pengelola zakat yang berkualitas sebaiknya mampu 

mengelola zakat yang ada secara efektif dan efisien. Program-program 

penyaluran zakat harus benar-benar tersalurkan oleh para mustahik dan 

memiliki nilai manfaat bagi mustahik tersebut.Selain itu, seluruh anggota 

organisasi pengelola zakat telah memahami dengan baik syariat dan seluk-

beluk zakat sehingga pengelolaan zakat tetap berada dalam hukum islam 

dan tentunya hal ini harus sejalan dengan asas-asas pengelolaan zakat. 
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5. Program-program LAZnas PHR Rumbai  

a. Program Ekonomi  

 Program dengan tagline “Riau Mandiri”. Berbagai rangkaian 

program ekonomi adalah : Bantuan Modal Usaha Mandiri, Bantuan Modal 

Usaha kelompok. 

b. Program Dakwah 

 Program dengan tagline „Riau Beriman‟. Berbagai rangkaian 

program dakwah adalah : Da‟i Bina Umat, Muallaf Terbina, Peduli Guru 

Madrasah, Edukasi Zakat, Masjid/Madrasah Berdaya, Gerakan Hidup 

Tanpa Riba, Remaja Beriman, Takjil on the road. 

c. Program Kemanusiaan  

 Program dengan tagline “Riau Sejahtera”. Berbagai rangkaian program 

kemanusiaan adalah: Peduli Dhuafa, Lansia Sejahtera,Pendampingan 

Dhuafa, Laznas Tanggap Bencana, Bantuan Pelunasan Hutang, Bantuan 

Ibnu Sabil, Pasar Sembako Murah, Humanity Project. 

d. Program Kesehatan  

 Program dengan tagline “Riau Sehat”. Berbagai rangkaian program 

kesehatan adalah : Dhuafa Sehat, Khitan Ceria, Gerakan Sadar Sehat. 

e. Program Pendidikan  

 Program dengan tagline “Riau Cerdas”. Berbagai rangkaian program 

pendidikan adalah : Beasiswa Rumbai Cerdas, Guru Berdaya, Sekolah 

Berdaya, Beasiswa Dhuafa, Gerakan Masyarakat Cerdas. 
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6. Project 

 Program pembangunan pengadaan air bersih dan sanitasi. 

Berbagai rangkaian project LAZNas PHR Rumbai adalah : 

 a. Membangun 40 unit sumber air bersih; 

 b. Membangun instalasi 1 unit air bersih; 

c. Membantu pembangunan 4 unit MCK umum dari dana nonsyari‟ah;  

d. Membantu pembangunan 1 saluran air dari dana non syari‟ah. 

7.    Struktur Organisasi LAZnas PHR  

 

Tabel III.1 

Struktur Organisasi LAZnas PHR 

 

NO NAMA JABATAN 

1 Very Rosnedy M.T Direktur 

2 Age Pranata S.Si Manager 

3 Ranti Rizky Ananda S.E Bendahara  

4 Intan Dwi Lestari Administrasi 

5 Mayang Sahura A.Md Manager Koperasi 

6 Fadhlullah nury S.Ag Supervisor Ekonomi, Sosial dan 

Air Baik 

7 Dimas Agustim Saputra Supervisor Dakwah 

8 Dedi Purnomo S.Pd Supervisor Pendidikan 

9 Azlan Suhaini S.Sos Supervisor Air Bersih 

10 Ilham Rahmad S.Psi Fasilitator ekonomi, sosial dan air 

baik 

11 Irna wati suci, S.Ag Fasilitator ekonomi, sosial dan air 

baik 

12 Septian Boby Pratama Purba S.E Supervisor Media 

  (Sumber : FO LAZnas PHR)
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. LAZnas PHR memperhatikan dan menimbang mustahikyang layak atau 

tidak layak dibantudengan menggunakan model pemberdayaan ekonomi 

mustahik yaitu administrasi, survei, validasi, penyaluran dan visit. Dengan 

menggunakan model pemberdayaan ini mustahik atau penerima manfaat 

dapat berkembang usahanya menjadi produktif dan mustahik yang 

diberikan tepat sasaran sesuai kriteria yang layak di bantu. 

 2. dengan mengguanakan lima Model pemberdayaan ekonomi mustahik 

tersebut LAZnas PHR mengembengkan melalui programmodal usaha 

mandiri dan modal usaha kelompok. dapat meningkatkan taraf 

perekonomian mustahik, menumbuhkan semangat berwirausaha dan 

peningkatan skill mustahik, meningkatkan produktivitas mustahik dalam 

pengadaan barang, menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi tingkat 

pengangguran dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat, mitra dan 

donator terhadap LAZnas PHR.  
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B.   SARAN  

Adapun saran yang disampaikan atau dikembangkan oleh penulis adalah 

sebagai berikut: 

1. LAZnas PHR harus menambah anggota/karyawan/relawan atau membuka 

lowongan perkerjaan untuk program ekonomi yang lebih terarah mulai dari 

suvervasior dan fasilitator untuk melakukan survei kelapangan mengingat 

berkas yang semakin banyak jumlah calon penerima manfaat yang 

terbengkalai dan mustahik yang mengajukan permohononan. 

2. LAZnas PHR harus lebih meningkatkan rasa tanggung jawab dan visit 

dengan waktu yang konsisten dan perjanjian yang telah dibuat, memberi 

informasi yang jelas dan tanggap dibidang apa pun terutama dibidang 

ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 AL-QU’RAN 

Q.S. Al-Hasyr(59): 7 

Q.S. At-Taubah (9) : 103. 

Q.S. Al-Baqarah (2): 42. 

Q. S. At-Taubah (9): 60. 

Q.S. Al-baqarah (2): 83. 

  

 BUKU 

 

Ahmad Hudaifah Dkk, 2020, Senergi Pengelolaan Zakat Di Indonesia, 

Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 

 

Fakrudddin Al-Muhsin, 2018, Ensiklopedi Mini Zakat, Jakarta: Pustaka 

Dhiya‟ul Ilmi. 

Hasbiyallah, 2017, Fiqh dan Usul Fiqh, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.  

Syamsul Hadi,  2006, Metodologi Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 

Abduracchman Qadir, 2001, Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial. 

Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persadah 

 

Ahmad Azhar Basyir, 1997, Hukum Zakat, Yogyakarta: Majelis Pustaka 

Pimpinan Pusat Muhammadiyah. 

 

Amirullah, 2015, Metode Penelitian Manajemen, Malang : Banyumedia.  

 

Andri Soemitra, 2009, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: 

Kencana.  

 

Arief Mufraini, 2006, Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan 

Kesadaran dan Membangun Jaringan, Jakarta: Kencana. 

 

 



78 

 

 
 

Azhari Akmal Tarigan, 2011, Metodologi Peneleitian Ekonomi Islam, Medan 

: La-Tansa Press, Azyumardi Azra, 2003, Berderma Untuk Semua : 

Wacana dan Praktik Filantropi Islam, Jakarta : Mizan Publika,  

Badadu-Zain, 1997, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Sinar Harapan. 

Badudu dan Zein, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2012, h, 318. 

Bambang Rudito, Famiola, Meila, 2007,  Etika Bisnis dan Tanggung Jawab 

Sosial, Jakarta : Rekayasa Sains. 

 

Darul Aqsha, 2005, Kiai Haji Mas Mansur, 1896-1946: Perjuangan Dan 

Pemikiran, (Surabaya: Erlangga. 

 

Departemen Agama, 1987, Amal Bakti Departemen Agama R.I, 3 Januari 

1946-3 Januari 1987: Eksistensi dan Derap Langkahnya, Jakarta: 

Departemen Agama. 

 

Edi Suharto, 2005, Membangun Masyarakat Memperdayaakan Rakyat, 

Bandung : Reflika Aditama.  

 

Elsi Kartika Sari, 2007, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, Jakarta: PT. 

Grasindo. 

 

Hafidhuddin Didin, 2022, Zakat Dalam Perekonomian Modern, Gema 

Insani: Depok. 

 

Hamid Algadri, 1994, Dutch Policy Against Islam and Indonesians of Arab 

Descent in Indonesia, Jakarta: LP3ES. 

 

Hasbi ash-Shiddieqy, 2009, Pedoman Zakat, Semarang : PT. Pustaka Rizki 

Putra,  

 

Juliansyah Noor, 2017, Metodologi Penelitian, Jakarta: Kencana. 

Juliansyah Noor, Metodelogi Penelitian, 2011, Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup,  

Lili Bariadi Dan Muhammad Zen, 2005, Zakat Dan Wirausaha, Jakarta: 

CV. Pustaka Amri.  

 

 



79 

 

 
 

Lili Bariadi, Muhammad Zen, M. Hudri, 2005, Zakat dan 

Wirausaha,Jakarta: Center for Entrepreneurship Development. 

 

Mubyarto, 1997, Ekonomi Rakyat, Program IDT Dan Demokrasi Ekonomi 

Indonesia, Yogyakarta: Adtya Media,  

Mubyarto, 2000, Mengembangkan System Ekonomi, Yogyakarta: BPFE. 

 

Mursyidi, 2006, Akuntansi Zakat Kontemporer, Bandung : PT Rosdakarya.  

 

Nanih Machendrawati, Agus Ahmad Syafe‟i, 2001,  Pengembangan 

Masyarakat Islam ; Strategi Sampai Tradisi, Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya 

 

Oni Sahroni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, Adi Setiawan, 2019, 

Fikih Zakat Kontemporer. PT. Rajagra findo Persada. 

PEBS UI, 2008, Indonesia zakat dan development report, Depok: PEBS 

FEUI. 

Saifuddin Azwar, 2015, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pusaka Pelajar,  

Sayuti Una, 2011, Pedoman Penulisan Skripsi Edisi Revisi, Jambi: Syariah 

Press. 

Soedjono Soekanto, 1999, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Ghalia 

Indonesia,  

Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif,  Dan R&D, 

Bandung: Alfabeta,  

Suharto Edi, 2005, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat, 

Jakarta : PT. Rineka Cipta 

 

Sutrisno Hadi, 1989, Metodologi Reserch, Yogyakarta: Andi,   

 

Zulkifli, 2014, Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat, Suska Press : 

Pekanbaru Riau. 

 

 

 

 



80 

 

 
 

 SKRIPSI  

Sintha Dwi Wulansari,‟‟Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap 

Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Penerima Zakat)‟‟, 

Universitas Diponegoro Semarang, 2013. 

Andika Ramadhanu, Peran Lembaga Amil Zakat (Laz) Baitul Maal 

Hidayahtallah (Bmh) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mualaf Suku 

Tereng, Skipsi, Universitas Air Langga Surabaya, 2016. 

Khomsatun, ‟‟Efektifitas Sistem Pengelolaan Zakat Untuk Meningkatkan 

Usaha Produktif Masyarakat”, (Institut Agama Islam Negeri (Iain) 

Metro 1440 H/2019. 

Yari Wulandari, ‟‟Peranan Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Laznas 

Chevron Distrik Rumbai Dalam Meningkatkan Ekonomi Para 

Mustahik „‟, Skipsi, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim 

Riau, 2020. 

 

 WEBSITE 

Diakases pada tanggal 10 Oktober 2020, 

http://www.laznascchevron.org/organisasi/profil/, 

Di akses pada 18 Oktober 2022, https://cimahikota.go.id/artikel/detail/900-

zakat-dalam-memuliakan-kaum-duafa. . 

http://translate.google.com,  

 

 JURNAL 

Kholiluika, “Lembaga Zakat Dan Peranannya Dalam Ekuitas Ekonomi 

Sosial Dan Distribusi” Jurnal Ekonomi Islam, Volume 10, No. 1,  

(2019), h, 14-15. 

Pengelolaan Zakat di Indonesia: Perspektif  Sejarah dan Regulasi,” Syarah 

Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi, STAIN Malikul saleh, 

Aceh, Volume I, No. 2, Juli-September 2012, h, 310. 

Dian Iskandar Jaelani, “pemberdayaan Ekonomi Umat Dalam Perspektif 

Islam”,jurnal Eksyar, Volume ,1, No.01, Juni2014, h. 23. 

 

http://translate.google.com/


81 

 

 
 

Misiash Shidiq, Strategi LAZNAS Chevron Distrik Rumbai Dalam 

Mendistribusikan Zakat, Infak Dan Sedekah (ZIS), (skripsi, Di Kota 

Pekanbaru, 2018). 

 WAWANCARA 

Dokumentasi hasil rapat kerja LAZNAS Chevron Rumbai Pekanbaru, 

Sabtu, 28 Januari 2012. 

Dokumen LAZnas PHR pada Tahun 2020 

Dokumen LAZnas PHR, Tahun 2018. 

Wawancara, Fadhlullah Nury, Supervisor, Tentang Program Modal Usaha 

Mandiri, Pada Tanggal 20 September 2022. 

 

Wawancara Ilham rahmad fasilitato, Tentang Program Ekonomi,  pada 

tanggal  15 oktober 2022. 

 

Wawancara Ibu Fitri Arisandy, Penerima Manfaat Modal Usaha program 

Ekonomi Laznas PHR, Jl.Pramuka, Rumbai, Pada Tanggal 16 

Oktober 2022. 

 

Wawancara, Ibu yulizar diana, Selaku Penerima Manfaat Modal Usaha 

Program Ekonomi LAZnas PHR, jl. Yusdarso, Rumbai, pada tanggal 

16 oktober 2022. 

Wawancara ibu Yuli, selaku penerima manfaat modal usaha Program 

Ekonomi LAZnas PHR, jl. Limbungan, Rumbai, pada tanggal 16 

oktober 2022. 

Wawancara Bapak Ferdi, Selaku Penerima Manfaat Modal Usaha Mandiri 

Program Ekonomi LAZnas PHR, Jl. Yusdarso, Rumbai, Pada 

Tanggal  06 september  2022. 

Wawancara, kelompok 1,  penerima manfaat modal usaha, pada tanggal 20 

oktober 2022. 

 

 

 

 

 



82 

 

 
 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA . 

 

 WAWANCARA SUPERVISIOR DAN FASILITATOR PROGRAM 

EKONOMI 

 

1. Bagaimana bentuk model pemberdayaan program ekonomi mustahik? 

2. Apa saja startegi model pemberdayaan ekonomi mustahik?  

3. Apa saja kendala-kendala model pemberdayaan program ekonomi 

mustahik?  

4. Apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut? 

5. Apa saja srategi yang dilakukan dalam melakukan binaan? 

6. Apakah program model pemberdayaan ekonomi kelompok yang ada 

disini sudah berjalan dengan apa yang diharapkan? 

7. Bagaimana  jika usaha mustahik tidak berjalan sesuai dengan rencana? 

8. Bagaimana pendapat bapak tentang model pemberdayaan program 

ekonomi yang ada di LAZnas PHR ini ? 
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 WAWANCARA MUSTAHIK 

 

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menerima dana zakat produktif di 

LAZnas PHR? 

2. Mengapa meminjam modal usaha ke LAZnas PHR?dapat info dari 

mana? 

3. Bagaimana  pengawasan lapangan yang dilakukan LAZnas PHR 

dalam pelaksanaan kegiatan usaha Bapak/Ibu (fisip)?membawa 

perubahan dalam mengembang kan usaha?(strategi). 

4. Apakah Bapak/Ibu merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, 

dengan adanya modal usaha? 

5. Apakah  LAZnas PHR membuat kesepakatan kepada bapak/ibu terkait 

pengembalian modal setelah diberikan bantuan modal usaha kepada 

mustahik? 

6. Sejauh ini apa keluhan bapak/ibu yang ibu alami selama menerima 

modal usaha di LAZnas PHR? 
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